
I. l :nd;rng-1 'mLmg i\llnwr tahuu 1 !.l7·l Icut ang Po ko k-Poko k l'L-rk,l\\ i11,l!1 
(Lerubaran Negara tahun 1974 Nomor l Tarnbahan Lernbaran 0-,c.gara 
Nomor >019): 
I 'ndang-undang Nomor 8 tahun 1981 tcniang Kitab Undang-Unclang 
Hukum Acara Pidana; 

'.,. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tcntang Pernerintah Dacrah 
(Lcmbaran Negara RI tahun 1999 Nornor 60, Tamb rhan Lernbaran 
Negara Nomor 3839); 

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
nntara Pcmcrintah Pusat clan Daerah (Lcrnbaran Negara RI t ahun 1999 
Nomor 7 l.. l ambahan Lcmharan Negara Nomor .1848); 

5. Undang-Unclang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang 
Undaug 1'ln111or 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah clan Retribusi 
I l;1,:r;1h ( I .,·111h;1r;111 Nq>1r;1 I{ I lal11111 :?.000 Nouu n ·2-~<,. T;1111h;1h;111 

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah clan 
Desentralisasi, Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalarn pelaksanaan 
Pemerintahan dan Pembangunan perlu didukung dengan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD); 

b. hahwa Rcuihusi salah satu surnbcr PAD kola Paclangxidimpuan: 
c. bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil suatu hal yang 

sangat penting dilaksanakan oleh Pernerintah Daerah untuk rnengetahui 
clan dikenal status daripada seseorang, · dan unruk Perencanaan 
Pernbangunan Daerah secara khusus dan Pcmbangunan ~~asional p ada 
umumnya, yang dalam pelaksanaannya mernerlukan biaya fisik clan 
operasional : 

cl. bahwa pclaksanaan pcnclaftaran clan pcncrbitan Kartu Tanda Pcududuk 
clan Aktn Cntatan Sipil rcrmasuk didalarn Kewcnangan Daerah unruk 
mengatur dan menerapkannya, maka unruk melaksanakannva lavak diarur 
clan ditetapkan Retribusi Penggantian Biaya Cct ak Kartu Tanda Penduduk 
clan Akt a Cai.uan Sipil untuk dipcrolch P .\D Kora Padangsidimpuan 
didalarn pelaksanaanva : 

~. bahwa h,,rda~arkan pertimbangan a, b. c dan cl pcrlu diatur clan 
ditct apk.u: <u.uu Pcraluran Dacrah Kola Pudangxidimpuan tcntang 
Retribusi Pcnggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk clan Akta 
Catatan Sipil : 

\V:\ LlKOTA PADANGSIDI1\1PlT;\J."'\ 

Dl<.:NGAN RAJ-IMA T Tl.JHA..."\1 YANG :MAH<\ ESA 

RETRIBUSI PENGCANTIA.J.'i BIAVA CET..\K KARTl' 
TANDA PEl\TITTDVJ(DAN AKTA CATATA.i"'\ SIPIL 

TENT ANG 

PERA. Tl.7RAN DAERAH KOT .A P .ADANGSIDil\1Pt; .. \N 
NOMOR 25 TA.HUN 2003 

'· 

Mcnimbang . 

l:>EMERINTAH KOTAPADANGSIDIMPUAN 



Dal am Pcrnturan Daerah ini yang dirnaksud dengan : 
:1. I ">:1l:r:1h ;1dabh 1-,;._ola P:,dangsidimpuan. 
b. h:111l:ri111;1h Dacrah adalah Kepala Daerah bcsertn perangk at Daerah 

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kata 
Padangsid irnpuan . 

.: .. kql;1la ]);1c;r;1h aclabh Walikota P;1dangsidirnp11,n1. 
cl. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Badan T .egis\atifDaerah Kota Padangsidimpuan. 
c . l'cjahat ;1d;1l.1'1 l'cg.iwai Ncgcri yang dihcri tugns tcrtcntu di b i d.ing 

l{,:lrihusi I >;1cr;1'1 ~cs11;1i tkngau Pcrnt urnn Pcruncl.urg-rmd an gnn yang 
berlaku. 

Pasal t 

J(ETENTUAN Ul\,Il_ll\1 

BABI 

PER0\.TVRAN DAER.AH KOT A P ADAl'lGSIDIMPllAN TENT.-\.NG 
RETRJBllST· PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA 
PENDllDUl( DAN AKTA CATATAN SIPIL 

MEMUTUSKAN : 

M euetupkun 

Dengan persetu] uan 

D.11'.WAN PER WA Kl LAN RAKYAT DAERAfT KOTA P . .\DANGSIDL"/\11Pl'A1"\i 

G. Undang-Unclang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Kata 
Padangsidirnpuan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nornor 84, 
Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4111); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lernbaran 
Negara Nomor 3952); 

8. Peraturan Pemerinrah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lernbaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 119); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor IA Tahun 1995 tentang 
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem 
Informasi Manajemen Kependudukan ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor + Tahun 1997 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 

11. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Penduduk ; 

12. Keputusan Menteri Dalam · Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang 
Pcdoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 

13. Kcputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tenrang Tata 
<. "ara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 

l-L Kcputusan Menteri D.alam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun 
'.!001 tcntang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk 
Hukum Daerah: 

15. Kepurusan Menteri Dalarn Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 
2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah: · 

1 (i. Keputusan Merueri Dalarn Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 
:.1.001 tcntang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri clan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 
2001 tenrang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 



·. 

o . \kla Cal:ilan Sipil adalah serangkaian Kcgiatan tentang pencataran 
k..:ahsahan scseorang dan penerhitan aktanya baik Warga Negara 
Indonesia (WN1) maupun Warga Negara Asing (YV~A) sehubungan 
dengan Kclahiran, Perkawinan, Perceraian, Kcmarian, Pengesahan 
.Pengnkuan/Pengangkatan Anak, perubahan nama atau pernberian 
kcter.mg.m yang dilaksanakan Pcmerintnh Daerah, 

p. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi jasa yang disediakan atau 
dihcrikan oleh Pernerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kcmanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi. 

q. Sumi Setoran Retribusi Daerah yang disingkat dengan SSRD adalah Surat 
yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pernbayar an atau 
pcnyctornn Rctribusi yang terhuiang kc Kas Pernerintah Daerah. 

r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat clengan 
SKRDI .n adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 
Pcmhay.uau Rctribusi karcna jumlah krcdit Retribusi lebih besar dari 
Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang, 

x. Pcmcriksnan ada lah serangkaian kcgiatau untuk mcucari, mcngum1)u!kan 
da11 ITIL'llt!.\llah dal;1 dan atau kelerangan lain clalam rangka pengawasan 
h1..:p;1lulJ;1;1 pc111cnuha11 kcwajib,m Rc:t.ribusi herdas;ir!,;111 Pernturan 
Pcrnndang,-undangan Re·,ribusi Daerah. 

I. l'c11yidik;111 1i11d;1k pid;111a di hidang n.ctribusi Dacr;1h adalah scr;mgkaian 
lincl.akan van2 clilakukan oleh l'enviclik Pegawai . 1eg,eri Sipil yang 
scLi11j11l11\·;·. cl~chlll Pc11vidik. 1111t11k ;l\cncari scrL1 111cng11mp11lk:m bukti 
y;111~·.· dc:11.r•.:111 hllkli itu ,;,L,111hll:ll lcr;111g li11d;1k pid;111;1 dihid:1111!. 1-!.L,lribusi 
l);1L~rali :vang lc:1jadi s,:.1·t;1 mcn~smukan tt:r~;mgkany;1. 

f. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa usaha yang disediakan 
oleh Pernerintah Daerah dengan menganut prinsip kornersil karen a pada 
dasamya dapat pula disediakan oleh sektor Swasta. 

g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Karru Tanda Penduduk d.in .. \lt;1 
C';1tata11 Sipil ~,;mg khusus disediakan clan atau diberiknn (•kit PL:tnL·rinLtli 
Daerah unruk kcpcutingan orang pribadi. 

h. Wajib Retribusi .Daerah adalah orang pribadi yang menurut Perarur.in 
Perundang-undangan Retribusi diwajibkan unruk melakukan Pernbavaran 
Retrilrnsi . · 

1. i\-fas;1 l~.c1"rihusi adalah suarn jangka wakru tertcntu yang mcrupakan bat.is 
\V:1k1u h;1gi \.\'ajih Rctribusi 11n111k mcmanluatkan Iasilir:» d;1ri 1-'cm,::rin1;tl1 
D.1~:r;-1h. 

J. Surat Kererapan Rc,ti·ibusi Daerah yang disingkat dengun Sl(RD adal.ih 
Surat Kcputusan yang menentukan besamya jumlah Rettibusi yang 
tcrhutang. 

I;. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD ada lah 
surat untuk menentukan tagihan Rerribusi dan atau sanksi aclministra s i 
bcrupa bunga arau denda. 

I. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat clengan 
SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Rerribusi untuk 
melaporkan pernbayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturnn 
Retribusi. 

m. Penduduk adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia clan at au 
\VNA yang relah memenuhi ketentuan Peraruran Perundang-unclangan 
yang herlaku. 

11. Kartu Ta11d;1 Pcncluduk yang sclanjutnya disebut .KTJ> adalah Kartu 
sc:b:1g;1i \,ukti (Legitimasi) bagi setiap Penduduk dalarn Wilayah Republik 
Indonesia. 



I 

(I) l'1111.·,1p ,l.111 '.'>:1.,:1r.111 d;1l:1111 pL:11ct;1p;111 larif· k ctribusi ad nlnh untu l, mcngg.nu i 
I 1,:1y:1 1. 'ct.rk 1, Tl' d;111 :\kl;1 Catatan Sipil. 

(2) Di;1:,·;1 Cc tak sebngnimnna dirnaksud pada avat (1) adalah bi;1~·a ce tak Kartu 
T;111d.1 J\·111l11d1il, d;111 ;\1,1.1 < ·.11;1L111 :-,.;ipil y;11w dikd11;1rL111 Pkli l\.:111L·rin1;1h 
I )£1t·1 i1l1 

1 'uxul 8 

PRINS IP DAN SASARt\N DALAM PENETAP A.J."\l' 
IH'.S:\l~N\';\ TAHIF l~l<:TRJBllSI 

BAB V 

(';ir;, 111..:1111,11 km Ii 11gkal p..:11gg1111aan jasa Rctrihusi Pcnggan I ian Bi.iv :1 Ccta k Kartu 
T.11:d:1 l'c11d11d11k d:111 ;1kl;1 l ';il;il;111 sipil schae,aima11;1 dim.iksud p;1d;1 l';is;il .1 ad:,lah 
diukur bcrdusnrk.in pclayanan yang diberikun. 

Pasal 7 

C .. \H,\ 1VrENGl 11\'.:TlH. TJNGKAT PENGGUNAAN .JASA 

BABIV 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pcnduduk clan Aida Catatan Sipil 
tcrmasuk jcnis Rcuibus] j asa umurn. 

Pusal <, 

JENIS RETRIBUSI 

BABIIl 

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang rnenggunakan, mernakai dan 
rnemanfaatkan/menikmati Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil. 

Pasal 5 

Subyck Retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran arau 
pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah berupa perolehan i pemanfaatan 
Karru Tanda Peududuk clan Akra Catatan Sipil. 

Pasal 4 

Obyek Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Pelayanan 
yang disediakan Pemerintah Daerah berupa pengadaan I pembuatan Kartu Tanda 
Peududuk dan Akta Catatan Sipil. 

Pasai 3 

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 
dan Akta Catatan Sipil. 

Pasal 2 

NA1.VlA, OBYEK DA.1~ SUBYEK RETRIBUSI 

BAB II 



l~l·ti1l>u.'li d1p1111,.•.11I di \\'day;tl, I >.1L·rah k111p;1l K.11111 T.111d;1 l'c11d11d11k d.111 :\kt;1 

I ';1L11;111 Sipil dik..-hi1k;111. 

Pasal 12 

WI I .A Y Al I 1'11:Ml INCl.lTAN 

B/\B VIII 

~aat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SK.RD atau Dokumen lain 
yang dipersarnakan. 

Pasal 11 

1'vl;is;1 Rctrihusi tcrut.mg adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) Tahun. 

Pasal 10 

;v1ASA HKfRJBl.TSl DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

BAB VII 

Rp. 15.000,- / Akta 7) Akra ganti ., perubahan nama 

Rp. 25.000,- · Akt a 6) Surat Kctcraugan Catalan Sipil 

Rp. 5.000.-. Akra 
Rp. J 5.000,- i Akta 

5) Akta Kcmatian \VNI 
Akta Kematian \X/N A 

Rp. 200.000.- . Akra 
Rp. 350.000,- ! Akta 

4) Aktn Pcrcer.rian WNI 
Akra Perceraian \:VNA 

Rp. 15.000,- . Akra 
Rp. J 5.000,- i Akra 
Rp. 100.000.- . Akra 
Rp. 100.000.-, Akt a 

3) . Akta Pengesahan, Pcngakuan Anak WNI 
Akra Pengangkatan anak WNI 
Akta Pengesahan, Pengakuan Anak \VNA 
:\kt;, l'cng;111gka1an Anak \VN.'\ 

,. Rp.150.000.- .\l-..t:i 
Rp.300.000.- · Ahia 

2) Akl:1 Pcrkawinan WNI 
Akta Perkawinan WN A 

Rp. 15.000,-· Alta. 
Rp. 30.000,-: Akta. 
Rp, ::mooo / Akra . 
Rp. so.ooo: .-\J,;1:1. 

b. Biaya Pencetakan, Penerbitan akta catatan sipil yaitu : 
1) Akta Kelahiran Anak Pertama dan Kedua WNI 

Akta Kelahiran Anak Pertama dan Kedua \VNA 
Akra Kelahiran Anak Ketiga dan seterusnya . WNI 
Akta Kelahiran Anak Ketiga dan seterusnya \\!NA 

Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut: 
a. Untuk Penggantian Biaya Cetak, Administrasi clan Pembinaan : 

1) Kartu Keluarga Rp. 5. 000, - 
2) Karru Tanda Penduduk Rp, 2.500,- 
3) Kartu Tanda Penduduk sementara bagi WNA Rp. 25.000,- 

Pasal 9 

STRUKTUR DAN BESARNY AT ARIF RE1RIBUSI 

BAB VI 



(1) Pernb.ivnran Rclrih11si xcbagnimana dimaksud pada pasn l 17 Pcrarurau Dacrah 
ini di1,,·11ka11 la11da h11kli pl'.111h;1~'a_1·;m. 

L'asal 1.8 

(I) l'..:111h;1y;1r;111 Rcuibusi h.uus dilakukan sccara tunai/Iunas. 
(2) Kepala Daerah aiau Pejabat yang dihunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi 

11nl11l, ni..:11111111:i ;1!;111 mcngangsur pembayaran Reuibusi sarnpai ha ras wa kru 
y.uig ditcntukan dcng.rn alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Tata earn pemb ayaran Retribusi sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) pasal ini 
ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

Pasal 17 

.( 1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan ke Kas Daerah a tau tempat lain yang 
dihunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD 
Jabat:an, SKRD·tambahan. 

(2) Dalarn hal pembayaran clilakukan ditempat lain yang dihunjuk maka hasil 
penerimaan Retrihusi harus clisetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 
jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

O) Apabila pembnyarnn Retribusi dilakukan setelah Iewat waktu yang ditcntukan 
st:ha!'.;1ili1a11a dimaksud pada ayat ( 1) pasal ini. mak a clikeu akan sank si hcrupa 
1>1111ga xcbcs.u ~" ,, ( d11.1 person) p1,,;r bulan dcugan mcucrbitkan STRD. 

P11sal l<, 

TA. TA CARA PEl'v1BA Y ARAN 

BABXI 

.\p;1hil:1 bcrdasarkan hasil pcmcriksaan, ditcrnukau data baru clan atau data yang 
sernula hclum terungkap yang menyebabkan penarnbahan jurnlah Retribusi yang 
terutang, maka dikcluarkan SK.RD tarnbahan. 

Pasal 15 

' 
(1) Tata cara penetapan Retribusi ditetapkan Berdasarkan SPTRD dengan 

menerbitkan SKRD. 
('.:>.) Dalnrn hat SPTRD tidak clipcnuhi olch Wajih Rctribusi scbagairnan» mcst inva. 

111;1k;1 diicrhitkan SK.RD sccara j:1b:11a11. 
(J) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan 

oleh Kepala Daerah. ,, 

Pasal 14 

TATA CARA PENETAPAN RE1RIBUSI 

BABX 

(1) Pcmungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
· (2) Retrihusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

Pasal 13 

TATACARAPEMUNGUTAN 

BAB IX 



7 

(1) Wajib Rctribusi dapat mcngajukan permohonan pembetulan Sh.RD dun STRD 
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau 
kekeliruan dalarn penerapan peraturan dan perundang-undangan Retribusi 
daeruh. 

(2) Wajib Retribusi dapat rnengajukan perrnohonan pengurangan atau 
pcngh apusan sanksi adrninistrusi berupa lwnga clan kenaik an Retribusi vang 
lcrul;111g dal.un hal sank s i icrscbut dikcnakan karcna k ch i l.ip.m \\"ajih Rctribu s i 
.u au bukan karena kesalahannya. 

Pasal 22 

L'd"A C:-\HA PEMBKlULA.1'-i, PENGlJRA1"'\1GAN 
i-:vn:T:\P:\N PENGHAPlTSAN ATAUPENGURANGAN 

SAN KSI A Dl\HNTSTRAST DAN PEl'vIBA TALAN 

BAB XIV 

(J) Kcpala Dacrnh clapat membcrikan pengurangan, keringanan clan pcmbchasan 
Retribusi. 

(2) Pcmbcrian pcngurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dcugau rncmperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat 
diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa. 

(3) Pcmbcrian Pcmbebasan Retribusi sebagaimana dirnaksud p ada ayat (l) antara 
lain untuk \.V ajib Retribusi yang berusia 60 tahun keatas 

(4) Tata cara pengurangan, keringanan clan pernbebasan Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (]) diterapkan oleh Kepala Daerah, 

Pasal 21 

P KNGURANGAN, KERJNGA."l'IJ.t\N 
DAN PKMBf<:BASAN RJ<:TRIBliST 

BAB XIII 

Bcntuk-bcutuk Ioriuulir yang dipcrgunakan untuk pclaksanaan penagihan Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (]) Peraruran Daerah ini diretapkan oleh 
Kepala Daerah. 

Pasal 20 

(1) Pcngcluaran surat tcguran I peringatan I surat lain yang sejenis sebagai awal 
tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari 
scjak jatuh tempo pernbayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tan~al surat reguran / peringatan / 
surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. 

(3) Surat Teguran scbagaimana dimaksud pada ayar (1) dikeluarkan oleh Pejabat 
yang dihunjuk. 

Pasal 19 

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI 

BAB XII 

(2) Sctiap pernbayarnn dicatat dalam buku penerimaan. 
(3) Bentuk, isi, kwaliras, ukuran buku tanda bukti pembayaran clan buku 

pencrimaan Retribusi sebagairnana dimaksucl pada ayat (I) pasal ini ditetapkan 
oleh Kepala Daerah. · 



(I) I hl:1111 Ii.ii kclchihan pcruhayarau Rctribusi yang tersisa, dilakukan perhitungan 
sehagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini di terbitk an SKRDLB 
~·;mg p:ili11g l:111lh,11 2 h11b11 scjak ditcrimauva pcrmohouau pcngcmb a liau 
kclcb ihnn pcmbnv.uan Rctribusi 

U) Kele hih.m pembayarnn Retrihusi sebagairnana dimaksud ayat (]) pasa I ini di 
kcmhalikan kcpada wajib Retribusi paling lama 2 bulan sejak di terbitkannya 
SKl{l)LJ"\. 

(.1) I'cugcmbali.u: l.clchihan pcmbayaran Rctribusi di lakukan selelah lewat waktu 
2 bulan sejak di terbitk annva SI--:.RDLH. Kepala Daerah mernberikan imbalan 
,k1:d.1 _,,,., '.11.1:, l,,·krL1mh;1(;;11 pc111h;1~·;1r;111 k clcbihnn l~ctrillllsi. 

Pasal 25 

(I) Wajib Retribusi harus mengajukan pennohonan secara tertulis kepada Kepala 
Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi. 

(2) Alas dasar permohonan sebagaimana dirnaksud ayat (I) .pasal ini, atas 
kclcbihau pcmbnyaran Rctribusi dapat di pcrhitungkan terlebih dahulu dengan • 
huiang Retribusi clan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 

(3) Atas dasar permohonansebagaimana di maksud ayat (2) pasal ini yang berhak · 
alas kclcbihan pcmhayaran tersebut dapar di pcrhirungkan dengan pembayaran . ' 
l~dnh11si scl anjuf nya. 

Pasal 24 

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIA.i°" . 
I, IC:1.1•:BI I IAN Pl<:l'v1BA Y ARAN I{ KrlHBl ISi 

BAB XVI 

( 1) \\";1jib Rcuibusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SK.RD clan 
STRD. 

(2) Permohonan kcbcralan sebagaimana dirnaksud ayat (I) pasal ini hams 
disampaikan sccara rcrtulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang dirunjuk 
dalarn jangk a waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal SKRD clan STRD. 

(.1) Pcugajuan kcbcratan iidak menunda pembayaran. 
(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan (2) pasal ini. 

, .• Pusal 23 

TAT..\ C.\RA PENYELESAIAN KEBERATA.~ 

BAB XV 

(3i\Vajib Retribusi dapat mengajukan perrnohonan pengurangan atau pembatalan 
keteiapan Rerribusi yang tidak benar. 

(4) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi adrninistrasi 
dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud 
ayat ( 1 ), (2), dan (3) pasal ini harus disarnpaikan secara ·te1tulis oleh wajib 
Rctrihusi kepada Kcpala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hnri sejak 1~111ggal 
ditcrima Sh.RD clan STRD dengan membcrikan alnsan yang jclas dan 
meyakink an untuk mendukung perrnohonannya. 

(5) Keputusan atas permohonan sebagairuana dimaksud ayar (-t) pasal 1111, 

dikeluarkan oleh Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat 
perrnohonan direrima. 

(<>) .. \pahila surlah Icw.u 3 bulan sehagaimana dimaksud pada ay:11 (.5) pas al ini 
Kcpnla J">a1..'.r;1h atau Pejab.u y;ing dit1111i11k tid ak mcrnbcri k~p11l11sa11 111:11':1 
pcrmohonan dianggap dikabulkan. 



') 

rcrs.mgk« :1L1u xal.xi. 
J. t\ Icnghcntikan pcnyidikan. 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelnncaran penyidikan dibidang 

Rctrihusi 111\.:t111rut hukum yang dnpa] dipcrtunggung jawabkan 
(J) Fcuyidik s..:bag:1imana dimaksud pada ayat (1) ini mernberitahukan dimulainya 

penvidikan, tinrlakan upava paksa dan menyampaikan has il penyidikannva 
1,<"f'·'"·' l\·1111111111 1!:11111111 h.uus d.111 w:,_jit, t crl cb ih d.il iu lu dikourdi11;1sik:111 
111,·l.11111 I"'"' ,,1,1.. ·l'vj.ol,.11 l',il1!:i Nq•_;1r.1 l~,·p11hlrk l11<l1,r1,·,.r.1 ··l·s11.r,1 ,k1q•_,lll 
k,:1,·11111:111 1·:111r. d1a1111 d;ll:1111 Kita!, l •11d;111g-l.i11d;111r I !11!..11111 :\c1ra i'1d:1t1a _v;111g 
h,·1 l.1 l.11 

I. 

r 

(1) Pejabat Pcgawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerinrah Daerah cliberi 
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
dibidang Rctribusi Daerah sebagairnana dimaksud dalarn Undang-undang 
nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dirnaksud ayat (1) pasal ini adalah : 
,1. Mcnerima, mencari, rnengumpulkan clan rneneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lebih lengkap clan jelas. 

Ii. T\·h:111.:rim,1, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
tcntang kebcnaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana Retribusi. 

c. Mcncrimn kercrangan clan bahan bukti clari orang pribadi sehubungan 
dcngan tindnk pidana bidang Rerribusi. 

cl. Memetikxa huk1.1-h11k11. catalan-catatan clan dokumen-dokumen lain 
hcrkcu.inu .lcugan tindak pidana dihidang Retribusi. 

c. Mclakuk.ui pcnggclcdahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan • 
pencaiaran clan dokumen lain serta rnelakukan penyitaan terhadap barang 
hukti ierscbut. 
Mcminta bnntuan tenaga ahli dalam rangka melaksanak an tugas pcnyidi kan 
tindak pid;ma dihic.lang Rcrribusi. 
l\ Icnvuruh herhcnri dnn atnu mclnrang sescoraug meninggalkan ruangan 
arau · temp at pada saat perneriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
i<kntitas scseorang atan dokumcn yang dibawa sebagaimana dirnaksud 
pada huruf C. 

h. Mernotrct seseorang yang berkaitan dengan tinclak piclana Rerribusi . 
l'Vkma11gg,il orang untuk di deugar kctcrungannva d:111 dip1..'.riks:1 sl"1,:1g:~i 

·" ( 

' 

Pasal 28 

P EI\'YID IKAN 

BAB XVIII 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 
Keuangan Daerah, diancarn pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan clan 
atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pas al ini adalah pelanggaran. 

Pasal 27 

KETENTUAN PIDA.L~A 

BAB XVII 
.. 

(1) Pcngcmbalian sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan 
dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. 

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 25 diterbitkan bukti pemindah 
bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran . 

Pasal 26 
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.-\g:,r ~c.:!i,;p or;:11g mcngctahuinya, mcmcrintahkan P ... ·11g1mda11'.~;111 l',.'.ra111r;H1 
Dat:rali ini dcngan penempatannva d;tl;11n l .cmbaran I );ic.:r:d1 ~ota 
Paclangsidimpuan. 

Perauuau Dacral: ini mulni berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal J l 

! l.ii- h al y;mg bclum diarur dalnm Pcratur.in J);:cr;1h ini ~ ... ·p;1:ip11g 111 ... ·11g ... ·1;:11 
p ... dak!:;1r1:ia11ny:1 ,ik;in diatur lebih lanjut olch K~:p;t!;i Daerah. 

f>asa I JO 

Dcngan ~)<..'.t l,1!-1111_\ a lcratur.m Daerah 1?11, in;1ka sq!,,tl;1 L...·t,:11lt1;111 _,·:11;;_•_ 
bcrk11!;:1nf:,<1t1 rl.rn !it!a!,; sesuai dengan Perntur.n: · Daerah ini dinvatak<Hl ti,L\k 
hcrl.: ku l;i11i. 

Pasnl 29 

KETENTUAN PE:\"l nnr 
BAB XIX 



I () 

\VALIKOTA PADANGSIDilv!PUAN 

Ditetapkan di Padangsidimpuan 
pada tanggal 12. Mo.t·t.t J..oo; 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pcngundangnn Peraruran 
Daerah mt dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kota 
Padangsidimpuan. 

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal 31 

Hal-Iial yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. 

Pasal 30 

Dcngan bcrlukuuy« Pcraturan Daerah int, maka segala kcicntu an yang 
bertentangan clan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak · 
bcrlaku lagi. 

Pasal 29 

KETENTUA.N PEl'\TTTliP 

BAD XIX 

....... 


